
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.39, 2021  PERDAGANGAN. Penyelenggaraan Bidang 

Perdagangan. Pencabutan. (Penjelasan dalam 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6641) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2021  

TENTANG 

PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46,                    

Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perdagangan; 

 

Mengingat :        1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3193); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5512); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait 

dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam 

negeri dan melampaui batas wilayah negara 

dengan tujuan pengalihan hak atas Barang 

dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau 

kompensasi. 

2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan 

yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor 

atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang 

melampaui batas wilayah negara. 

3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu 

yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode 

yang disusun berdasarkan konsensus semua 

pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang 

terkait dengan memperhatikan syarat 

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan 

hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada 

masa kini dan masa depan untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya. 

4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh 
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lembaga yang menyelenggarakan pengembangan 

dan pembinaan di bidang standardisasi. 

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari 

daerah pabean. 

6. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum, yang 

melakukan Ekspor. 

7. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke 

dalam daerah pabean. 

8. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum, yang 

melakukan Impor. 

9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau 

badan usaha yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan pada bidang tertentu. 

10. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha 

yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di 

dalam negeri. 

11. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi 

Barang. 

12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, 

usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

13. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang 

bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas 

penunjukan dari Produsen atau pemasok atau 

Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan 

kegiatan pemasaran Barang. 

14. Pengemas adalah Pelaku Usaha yang melakukan 

pengemasan Barang. 

15. Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang 

mempunyai kegiatan usaha melakukan 

pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan 
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usaha kecil untuk diperdagangkan. 

16. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang 

bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama 

pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian 

dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan 

pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau 

menguasai Barang yang dipasarkan. 

17. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi 

yang menjual berbagai macam Barang dalam 

partai besar dan tidak secara eceran. 

18. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang 

kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara 

langsung kepada Konsumen. 

19. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang 

dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

20. Penjual Langsung adalah orang perseorangan atau 

badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang 

merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran 

atau penjualan perusahaan. 

21. Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan 

usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang 

melakukan kegiatan usaha Perdagangan Barang 

dengan sistem Penjualan Langsung. 

22. Penjualan Langsung adalah sistem penjualan 

Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang 

dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja 

atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan 

hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi 

eceran. 

23. Penjualan Langsung secara Single Level adalah 

penjualan Barang tertentu yang tidak melalui 

jaringan pemasaran berjenjang. 

24. Penjualan Langsung secara Multi Level adalah 

penjualan Barang tertentu melalui jaringan 
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pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh 

Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi 

dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan 

Barang kepada Konsumen. 

25. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk 

mendistribusikan Barang yang dimiliki oleh hanya 

satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang 

didapat dari perjanjian secara langsung maupun 

tidak langsung dengan pemilik hak Distribusi 

merek dagang atau dari kepemilikan atas merek 

dagang. 

26. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang 

secara eceran yang berbentuk minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket, 

ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

27. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu 

yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan 

yang didirikan secara vertikal maupun horizontal 

yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha 

atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 

Perdagangan Barang. 

28. Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk 

usaha Perdagangan dan komersil lainnya. 

29. Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut 

Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada Penjual Langsung yang 

besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, 

sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, 

baik yang dihasilkan oleh Penjual Langsung secara 

pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya. 

30. Bonus atas Penjualan yang selanjutnya disebut 

Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan 

oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena 

berhasil melebihi target penjualan Barang yang 

ditetapkan perusahaan. 

 


